
 

  



BAB I DATA UMUM OBJEK PENGAWASAN 

 

A. Gambaran Umum Topik Pengawasan 

Sektor : Akuntabilitas Keuangan dan Negara 

Tema : Peningkatan Kualitas Belanja Pemerintah Daerah 

Topik : Peningkatan Kualitas Perencanaan dan Penganggaran 

Pemerintah Daerah 

Informasi yang diharapkan: 

1. Potensi Efektivitas dari sisi perencanaan dan penganggaran 

2. Potensi efisiensi dari sisi perencanaan dan penganggaran 

3. Permasalahan dalam perencanaan dan penganggaran 

4. Rekomendasi atas perbaikan sistem perencanaan dan penganggaran 

Kegiatan pengawasan yang dilakukan terkait Peningkatan Kualitas 

Perencanaan dan Penganggaran Pemerintah Daerah adalah Evaluasi 

Perencanaan dan Penganggaran Pemerintah Daerah Tahun 2022 yang 

mengacu pada Petunjuk Teknis sesuai dengan Surat Deputi Kepala BPKP 

Bidang PPKD Nomor 01 Tahun 2022 tanggal 18 Februari 2022. 

B. Identitas Obyek Pengawasan 

Evaluasi Perencanaan dan Penganggaran Pemerintah Daerah Tahun 2022 

difokuskan pada 3 (tiga) sektor yaitu: Pendidikan, Kesehatan, dan Ketahanan 

Pangan. Di Lingkungan Provinsi Kalimantan Selatan, Kegiatan Evaluasi 

Perencanaan dan Penganggaran dilakukan pada 3 (tiga) Pemerintah Daerah 

yaitu Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, Pemerintah Kota Banjarbaru, dan 

Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Yang menjadi sasaran evaluasi 

adalah perencanaan dan penganggaran pada Pemerintah Daerah Tahun 2022 

terkait efektivitas dan efisiensi sesuai dengan aturan perencanaan dan 

penganggaran Pemerintah Daerah yang berlaku. 

Ruang lingkup evaluasi meliputi sasaran strategis Pemerintah Daerah, sasaran 

strategis OPD, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan OPD, serta rincian 

anggaran. Ruang lingkup evaluasi tidak termasuk proses perencanaan dan 



penganggaran serta realisasi dari perencanaan dan penganggaran Pemerintah 

Daerah. 

C. Matriks Desain Pengawasan 

Evaluasi Perencanaan dan Penganggaran pada Pemerintah Daerah di Provinsi 

Kalimantan Selatan dilakukan berdasarkan SAIPI dengan metodologi sebagai 

berikut: 

1. Pengumpulan data meliputi pengumpulan, penelaahan dan wawancara 

serta reviu dokumen dan konfirmasi data melalui field evaluation. Sumber 

data evaluasi tingkat Pemerintah Daerah adalah RPJMD Tahun 2021-2026 

dan RKPD tahun 2022, sedangkan pada tingkat OPD adalah Renja OPD, 

Perjanjian Kinerja Pimpinan OPD, RKA, dan DPA. 

2. Analisis data melalui desk evalution guna menilai efektivitas sub kegiatan 

dan efisiensi komponen belanja. 

Informasi yang akan dipantau dalam pelaksanaan Evaluasi Perencanaan dan 

Penganggaran Pemerintdah Daerah Tahun 2022 di Provinsi Kalimantan 

Selatan antara lain: 

1. Apakah Sub kegiatan yang dirancang telah efektif untuk menghasilkan 

manfaat bagi rakyat? 

2. Apakah anggaran belanja yang dirancang telah efisien dalam rangka 

menghasilkan output sub kegiatan? 

3. Apa kriteria sub kegiatan yang paling berpengaruh terhadap efektifitas? 

  



BAB II ANALISIS DATA 

 

A. Kegiatan Analisis Data 

Data yang diperoleh dari hasil evaluasi perencanaan dan penganggaran pada 

3 Pemerintah daerah adalah sebanyak 435 sub kegiatan, dengan atribut antara 

lain: 

1. OPD 

2. Program 

3. Kegiatan 

4. Sub Kegiatan 

5. Jumlah Pagu 

6. Simpulan Sub Kegiatan 

7. Berorientasi Hasil 

8. Indikator Cukup 

9. Keselarasan dengan Kegiatan 

10. Keselarasan dengan Program 

11. Keselarasan dengan Sasaran 

12. Keselarasan dengan Sasaran Strategis Pemda 

13. Jumlah Item Belanja Tidak Efisien 

14. Nilai Belanja Tidak Relevan 

Berdasarkan data yang diperoleh akan dilakukan Analisis Deskriptif untuk 

mendapatkan gambaran visual terkait kondisi efektivitas sub kegiatan dan 

efisiensi komponen belanja, dan Analisis Klasifikasi menggunakan Decision 

Tree untuk mengetahui kriteria sub kegiatan yang paling mempengaruhi 

efektivitas. 

B. Uraian Analisis Data dan Hasil 

Analisis Data Dilakukan melalui beberapa tahapan yaitu: 

1. Tahap Preprocessing Data 

Pada tahapan ini dataset yang diperolah dilakukan normalisasi 

menggunakan Ms Excel dengan cara sebagai berikut: 



a) Penggabungan data dari 3 Pemerintah Daerah menjadi satu dataset dan 

menambahkan atribut [Pemerintah Daerah]; 

b) Pengisian data [Pemerintah Daerah], [OPD], [Program], dan [Kegiatan] 

yang masih kosong berdasarkan data [Sub Kegiatan]; 

c) Mengubah data N/A pada [Jumlah Item Belanja Tidak Efisien] dan [Nilai 

Belanja Tidak Relevan] menjadi 0. 

2. Tahap Analisis Deskriptif 

Analisis Deskriptif dilakukan dengan menggunakan Power BI melalui 

beberapa tahap yaitu: 

a) Menambahkan atribut [simpulan efisiensi belanja] agar dapat 

memberikan informasi jumlah belanja tidak efisien per pemerintah 

daerah; 

b) Membuat new measurement [Jumlah Pagu % Tidak Efektif] dengan 

rumus 

JUMLAH PAGU % Tidak Efektif =  

VAR TOTALANGGARANNONEFEKTIF = 

    CALCULATE( 

        SUM('dataset2022'[JUMLAH PAGU]), 

        'dataset2022'[SIMPULAN SUB KEGIATAN] IN { "Tidak Efektif" } 

    ) 

VAR TOTALANGGARAN = SUM('dataset2022'[JUMLAH PAGU]) 

RETURN 

        DIVIDE(TOTALANGGARANNONEFEKTIF, TOTALANGGARAN) 

untuk menghitung persentase pagu anggaran sub kegiatan tidak efektif 

dibandingkan dengan total pagu anggaran semua sub kegiatan; 

c) Membuat new measurement [Nilai Belanja Tidak Relevan %] dengan 

rumus 

NILAI BELANJA TIDAK RELEVAN % =  

VAR NILAIBELANJANONEFISIEN = 

    CALCULATE( 

        SUM('dataset2022'[NILAI BELANJA TIDAK RELEVAN]), 

        'dataset2022'[SIMPULAN EFISIENSI] IN { "Tidak Efisien" } 

    ) 

VAR TOTALANGGARAN = SUM('dataset2022'[JUMLAH PAGU]) 

RETURN 

            DIVIDE(NILAIBELANJANONEFISIEN, TOTALANGGARAN) 

untuk menghitungan persentase komponen belanja yang tidak efisien 

dibandingkan dengan total pagu anggaran;  



d) Membuat visualisasi data dengan hasil sebagai berikut: 

1) Gambaran Umum 

 

 

  

https://app.powerbi.com/groups/me/reports/ba16d85e-9df7-460c-99af-1e58042b8edf/?pbi_source=PowerPoint
https://app.powerbi.com/groups/me/reports/ba16d85e-9df7-460c-99af-1e58042b8edf/?pbi_source=PowerPoint


2) Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan 

 

3) Pemerintah Kota Banjarbaru 

 

  

https://app.powerbi.com/groups/me/reports/ba16d85e-9df7-460c-99af-1e58042b8edf/?pbi_source=PowerPoint
https://app.powerbi.com/groups/me/reports/ba16d85e-9df7-460c-99af-1e58042b8edf/?pbi_source=PowerPoint


4) Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah 

 

3. Tahap Analisis Klasifikasi 

Analisis Klasifikasi menggunakan Decision Tree dilakukan menggunakan 

aplikasi Rapidminer dengan melakukan transformasi terhadap dataset 

menjadi sebagai berikut: 

Attributes Role Type 

Sub Kegiatan Id Polynominal 

Simpulan Sub Kegiatan Label Binominal 

Berorientasi Hasil  Binominal 

Indikator Cukup  Binonimal 

Keselarasan dengan Kegiatan  Binominal 

Keselarasan dengan Program  Binominal 

Keselarasan dengan Sasaran  Binominal 

Keselarasan dengan Sasaran 

Strategis Pemda 

 Binominal 

 

atas dataset tersebut kemudian diproses dengan menggunakan operator 

Decision Tree dengan hasil sebagai berikut: 

 

https://app.powerbi.com/groups/me/reports/ba16d85e-9df7-460c-99af-1e58042b8edf/?pbi_source=PowerPoint


Decision Tree – Efektivitas Sub Kegiatan 

 

dengan bobot masing-masing kriteria adalah: 

Atribut Weight 

Indikator Cukup 0.566 

Berorientasi Hasil 0.433 

Keselarasan dengan Kegiatan 0.002 

  



BAB III PENUTUP 

 

Berdasarkan hasil analisis dapat disimpulkan bahwa: 

1. Sebanyak 24 Sub kegiatan tidak efektif dengan nilai anggaran sebesar 

Rp84.554.526.861,00 atau sebesar 6.77% dari total anggaran sampel dengan 

rincian: 

a. Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan sebanyak 11 sub kegiatan 

dengan nilai anggaran sebesar Rp67.295.432.411,00 atau sebesar 

9.17% dari total anggaran sampel. 

b. Pemerintah Kota Banjarbaru sebanyak 11 sub kegiatan dengan nilai 

anggaran sebesar Rp17.127.520.750,00 atau sebesar 6.83% dari total 

anggaran sampel. 

c. Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah sebanyak 2 sub kegiatan 

dengan nilai anggaran sebesar Rp131.573.700,00 atau sebesar 0.05% 

dari total anggaran sampel. 

2. Sebanyak 72 Sub kegiatan tidak efisien dengan nilai belanja yang tidak relevan 

sebesar Rp93.159.413.330,00 atau sebesar 8.00% dari tota anggaran sampel 

dengan rincian: 

a. Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan sebanyak 22 sub kegiatan 

dengan nilai belanja tidak relevan sebesar Rp63.124.260.190,00 atau 

sebesar 9.47% dari total anggaran sampel. 

b. Pemerintah Kota Banjarbaru sebanyak 26 sub kegiatan dengan nilai 

belanja tidak relevan sebesar Rp3.205.973.500,00 atau sebesar 1.37% 

dari total anggaran sampel. 

c. Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah sebanyak 24 sub kegiatan 

dengan nilai belanja tidak relevan sebesar Rp26.820.179.640,00 atau 

sebesar 10.17% dari total anggaran sampel. 

3. Kriteria sub kegiatan yang mempengaruhi efektifitas adalah kecukupan 

indikator, berorientasi pada hasil, dan keselarasan dengan kegiatan. 

 


